I

PENDAHULUAN
1. Sejarah Kearsipan
· Sudah ada sejak zaman kuno, yaitu sejak manusia dapat membuat warkat, yakni catatan-catatan bertulis atau bergambar mengenai sesuatu hal, misalnya daun papyrus bertulis di Mesir (3000 SM), Perkamen (kulit domba yang bertulis di Yunani), gulungan kulit bambu, kain sutera, kerang dan batu bertulis/bergambar yang terdapat di Tiongkok, daun lontar dan batu bertulis yang terdapat di Indonesia.
· Awal muncul lembaga kearsipan dimulai dari peradaban Yunani kuno. Dalam Abad ke-5 dan 6 SM bangsa Athena memelihara dokumen-dokumen mereka yang bernilai di candi-candi Dewa Matroon di samping gedung pengadilan di kota Athena.

· Dalam masa revolusi Nationale Assembly mendirikan lembaga kearsipan yang kemudian terkenal dengan Archives Nationales yang merupakan kantor arsip nasional Perancis yang pertama di bentuk di Paris pada 12 September 1790, dan instansi ini merupakan kantor arsip pertama yang didirikan oleh suatu Negara.
· Di Inggris 14 Agustus 1838 didirikan suatu lembaga kearsipan yang bernama Public Record office sebagai suatu lembaga tersendiri yang hanya berkepentingan dengan records pemerintah pusat.

· Di AS 19 Juni 1934 didirikan National Archives. Alasan Negara-negara perlu memelihara dan melindungi arsip dengan mendirikan lembaga arsip antara lain:
· Adanya kebutuhan dan keperluan praktis untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan pemerintahan.

· Menyangkut kepentingan organisasi yang menghasilkan arsip itu sendiri.

· Karena arsip mengandung kepentingan orang-orang atau perorangan.

· Karena kepentingan dinas (officil)
· Di Indonesia, UU No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan Bab IV pasal 9 yang berkewajiban untuk menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip-arsip negara RI, terutama arsip-arsip yang berfungsi statis adalah:

a. Arsip nasional pusat : wajib menyimpan, memelihara, menyelamatkan arsip dari lembaga negara dan badan-badan pemerintah pusat.

b. Arsip Nasional Daerah: : wajib menyimpan, memelihara, menyelamatkan arsip dari lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah daerah serta badan-badan pemerintah pusat di daerah.
c. Arsip Nasional Pusat maupun Daerah: : wajib menyimpan, memelihara, menyelamatkan arsip dari badan-badan swasta dan atau perorangan.
· Lembaga Arsip Nasional (ARNAS) pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertama RI No. 406/M.P/1961 tanggal 19 Oktober 1961 dan ditetapkan kembali dengan Keppres RI No. 26 tahun 1974 tanggal 24 April 1974.
2. Pengertian Arsip

· Dilihat dari asal katanya, istilah arsip berasal dari bahasa Yunani ”Arche” yang berarti permulaan, jabatan, fungsi atau kuasa hukum. Kata Arche berubah jadi ta arche yang artinya dokumen, catatan. Berubah lagi jadi Archevum dalam bahasa latin berarti balai kota Archives (Inggris) berarti tempat atau dokumen (rekord).

· The Liang Gie dalam kamus Administrasi Perkantoran mengartikan arsip sebagai kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana karena mempunyai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali.
· Menurut hasil seminar dokumentasi/arsip kementrian-kementrian yang diselenggarakan di Jakarta 23 Februari -2 Maret 1957 merumuskan pengertian arsip sebagai berikut:

a. Arsip adalah kumpulan surat menyurat yang terjadi karena pekerjaan, aksi, transaksi, tindak tanduk dokumenter (documentaire handeling) yang disimpan sehingga pada setiap saat dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk melaksanakan tindakan selanjutnya.
b. Arsip adalah suatu badan yang mengadakan pencatatan, penyimpanan serta pengolahan-pengolahan tentang segala surat-surat baik dalam soal pemerintahan maupun soal umum, baik ke dalam maupun ke luar dengan suatu sistem tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

· Menurut LAN, arsip sebagai segala kertas naskah, buku, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, gambar bagan dan dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, asli atau salinan serta dengan segala macam penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh sesuatu organisasi/badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi prosedur pekerjaan atau kegiatan pemerintah lainnya atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya.
· Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan Bab I Pasal 1 , arsip adalah:
a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara dan badan-badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik  dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta  dan atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

3. Fungsi, Peranan, dan Tujuan Arsip

· Menurut fungsinya arsip dapat dibedakan menjadi:

· Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pada umumnya atau dalam penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan.

· Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kegiatan maupun untuk penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan kebangsaan ataupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
· Berdasarkan nilai yang senantiasa berubah yang dipakai sebagai kriteria untuk arsip dinamis, sebenarnya arsip dinamis dapat dirinci lagi menjadi:

· Arsip aktif, yaitu arsip yang masih dipergunakan  terus menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan dari suatu organisasi/kantor.

· Arsip semi aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannyasudah mulai menurun.

· Arsip in-aktif yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus menerus, atau frekuensi penggunaannya sudah jarang atau hanya dipergunakan sebagai referensi saja.

·  Peranan arsip adalah sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi.
· Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.
4. Faktor-faktor Kearsipan yang baik

a. Penggunaan sistem penyimpanan secara tepat

b. Fasilitas kearsipan seperti: alat-alat korespondensi, alat-alat penerimaan surat, alat penyimpanan surat, dan alat-alat lainnya.

c. Petugas  kearsipan yang memenuhi syarat
